BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG DALIL, ISTINBAT AL-AHKAM DAN
KAJIAN IJTIHAD PERSPEKTIF ABU HANIFAH

A. Pengertian Dalil dan Sumber
Hukum.

Istilah dalil (Ar, dalil, kata jamaknya : adillah) menurut pengertian
kebahasaan mengandung beberapa makna, yakni : petunjuk, buku petunjuk, tanda
atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi.’ Ringkasnya dalil ialah petunjuk
kepada sesuatu, baik yang material (hissi) maupun yang non material
(ma'nawi).*

Menurut 'urf (kebiasaan) para fugaha istilah dalil diartikan dengan
sesuatu yang mengandung petunjuk (dalalah) atau bimbingan (irshad)."
pengertian demikian, secara lebih jelas terlihat pada kandungan kitab-kitab figh
ketika membicarakan suatu masalah. Para penulis kitab itu merujuk kepada ayat-
ayat ataupun hadith-hadith karena dalam ayat-ayat ataupun hadith-hadith itu
terkandung petunjuk yang akan dijadikan acuan datam menyelesaikan masalah
tersebut.

Istilah dalil secara khusus dan komprehensif dibahas dalam usul figh,
dalam hal ini para usuly (ulama usul figh) mengemukakan beberapa definisi dalil
dengan sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan [orang] -dengan

menggunakan pikiran yang benar- untuk mencapai obyek informasi yang

° Lihat, Ahmad Warson Munawir, Kamus Munawir, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984), 450.
9 \Wahbah Zuhaili, Ush al-Figh al-Islami, (Bairut : Dar al-Fikr, 1986), Jilid |, 417.
1 Al-Amidi, al-lhkam fi Ush al-Ahkam, (Bairut : Dar al-Fikr, 1996), Jilid 1, 13.



diinginkannya,12 dari definisi tersebut terlihat bahwa pengertian dalil mengacu
kepada landasan berpikir yang dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh
sesuatu obyek yang diinginkannya, akan tetapi menurut al-Amidi, para ahli ushul
figh biasa memberi definisi dalil dengan sesuatu yang mungkin dapat
mengantarkan [orang] kepada pengetahuan yang pasti menyangkut obyek
informativ.*®

Sedangkan definisi dalil yang lebih mengarah pada landasan hukum ialah
yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dan Abdul Wahab Khalaf, kedua ulama
ini menjelaskan bahwa yang dinamakan dalil adalah : sesuatu yang dijadikan
landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum shara’ yang bersifat
praktis, ketetapan itu bisa saja bersifat gat'i (pasti) atau zanni (tidak pasti).

Kemudian tentang istilah sumber hukum, ini biasanya dipakai dalam
hukum umum dalam pengertian segala yang menimbulkan aturan-aturan, yang
apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas. Sumber, dalam bahasa Arab,
disebut masdar, kata masdar jama'nya ialah masadir. Kata masdar sendiri,
menurut pengertian kebahasaan, mengandung pengertian antara lain : asal atau
permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu, dan hal ini menurut
Abdul Wahab Khalaf tidak ada perbedaan antara yang dimaksud dalil hukum dan
sumber hukum. Akan tetapi secara garis besar dalil hukum atau sumber hukum
ini terbagi menjadi dua yaitu adillah al-ahkam al-muttafaq ‘alaiha (dalil-dalil
hukum yang disepakati) dan adillah al-ahkam al-mukhtalaf "alaiha (dalil-dalil

hukum yang tidak disepakati), adapun dalil hukum yang disepakati menurut

12 Abd al-Wahab ibn al-Subki, Matan Jam’ al-Jawami’, (Bairut : Dar al-Fikr, 1995), Jilid I, 165.
B3 Al-Amidy, al-Ihkam ....125
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jumhur ulama adalah Al-Qur’an dan Al-Hadith, Al-ljma’, Al-Qiyas, sedangkan
dalil-dalil hukum yang masih di ikhtilafkan adalah : istihsan, istislah, dan
sebagainya.™*

B. Macam-macam Dalil dan Sumber Hukum.

Seperti telah disinggung di atas, para ulama membagi dalil hukum atas
dua bentuk : yang disepakati sebagai dalil dan yang tidak disepakati, empat dalil
yang disepakati dikalangan sunni. Sebenarnya, bila dilihat lebih jauh dengan
memperhatikan  perspektif ushul figh diluar kalangan Sunni, jumlah yang
demikian akan bisa mengecil, karena beberapa madzhab diluar Sunni tidak
mengakui otoritas ijma’ dan qiyas sebagai dalil hukum.

Ibrahim bin Sayyar al-Nazhzham (185-221 H), salah seorang tokoh
Mu'tazilah, dan para ulama Khawarij tidak mengakui otoritas ijma’ sebagai
sumber hukum, menurut al-Nazhzham, ijma' tidak mungkin terjadi, karena tidak
mungkin menghadirkan segenap mujtahid pada suatu masa dari berbagai belahan
dunia Islam disuatu tempat untuk bersepakat dalam suatu kasus tertentu, apalagi
kalau dikaitkan dengan ketidaksamaan struktur sosial dan budaya masing-masing
daerah dalam dunia Islam, sementara itu Syi'ah Imamiyah hanya mengakui
kehujjahan ijma’ sejauh keterkaitannya dengan hadith, bukan sebagai dalil yang
berdiri sendiri.”

Syi'ah Imamiyah aliran Akhbari dan al-Nazhzham tidak mengakui

otoritas giyas sebagai dalil, bagi mereka giyas tidak dapat diterima sebagai dalil

¥ Nasrun Rusli, Konsep ljtihad al-Saukani, (Jakarta : Logos, 1999), 27.
5 Nasrun Rusli, Konsep ljtihad....., 27
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hukum karena qiyas merupakan dugaan murni. Dikalangan Sunni sendiri,
madzhab Dhahiri juga tidak mengakui otoritas giyas sebagai dalil yang sah.
Bertolak dari pandangan demikian, maka dalil hukum yang betul-betul
disepakati oleh segenap ulama hanyalah al-Qur’an dan al-Hadith, keduanya biasa
disebut sebagai dalil nagl (adillah shar'iyah nagliyah) sebagai imbangan dari dalil
akal (adillah shar'iyah ijtihadiyah). Dan dibawah ini akan diuraikan macam-
macam masadir al-ahkam dalam Istinbat al-ahkam Abu Hanifah sebagaimana
berikut:
1.  Al-Qur’an. Kaum muslimin telah sepakat menerima keotentikan al-Qur’an,
karena al-Qur’an diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu, dari segi
riwayat, al-Qur’an dipandang sebagai gat'i al-tsubut (riwayatnya diterima secara
pasti dan meyakinkan). Bertolak dari prinsip demikian, segenap kaum muslimin
sepakat menerima al-Qur’an sebagai dalil yang paling asas, al-Qur’an sendiri
memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah sebagaimana
termaktub dalam Q.S. Al-Ma'idah [5] : 48. dengan demikian kesepakatan kaum
muslimin terhadap keabsahan Al-Qur’an sebagai dalil hukum tidak diragukan

lagi.*®

® Nasrun Rusli, Konsep ljtihad ..., 29. Lihat dalam Musthafa, al-lmam al-A’dzam...171,
terdapat keterangan yang disandarkan kepada pendapat kepada Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah
beranggapan sesungguhnya hakikat al-Qur’an itu adalah dari segi makna saja dan hal ini
mencakup terhadap hukum-hukum dan seluruh rukun-rukun, sehingga dari anggapan itu para
pengikutnya menjadikan dalil tentang diperbolehkannya membaca al-Qur’an dengan bahasa Persi
ketika dalam melaksanakan shalat, akan tetapi keterangan yang otentik perihal tersebut tidak di
jumpai dari fatwa Abu Hanifah. Dan sesungguhnya al-Qur’an itu merupakan nama dari suatu teks
dan makna yang secara bersamaan, sehingga kedua murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan
Muhammad ibn Hasan tidak menerima pendapat bahwa pembacaan al-Qur’an dengan selain
bahasa Arab kecuali dalam keadaan tidak mampu membaca Arab. Jadi hanya sebagian dari
murid-murid Abu Hanifah yang berpendapat dibolehkannya menggunakan makna dari bahasa
Arab, yang hal itu merupakan hukum rukhsoh ketika tidak mampu berbahasa Arab atau jelek
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2. Al-Hadith (al-Sunnah). Kaum muslimin juga sepakat terhadap Hadith Nabi
Muhammad saw. hanya ada segelintir kaum Khawarij yang tidak mengakui
Hadith sebagai dalil hukum, pandangan mereka kemudian memunculkan ingkar
hadith, selain itu terdapat perbedaan dalam melihat pengertian hadith. Para
ulama ushul figh dari kalangan Sunni mengartikan hadith dengan segala sesuatu
yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan
maupun taqrir (diamnya Nabi Muhammad saw. terhadap suatu ucapan atau
tindakan) yang berkaitan dengan tashri' al-ahkam al-amaliyah. Berbeda dengan
pandangan tersebut, menurut para ulama Syi‘'ah Imamiyah, yang dikatakan hadith
bukan hanya ucapan, perbuatan dan taqrir Nabi Muhammad saw. Saja, tetapi

termasuk pula ucapan, perbuatan dan tagrir para imam syi‘ah."’

dalam pengucapan ayat-ayat al-Qur’an nya, akan tetapi perihal ini juga tidak di dukung satu pun
bukti otentik yang merupakan keterangan langsung dari Abu Hanifah.
7 Lihat dalam Musthafa... 173, dan al-Sunnah ini merupakan dasar ke dua yang di gunakan Abu
Hanifah dan yang di gunakan oleh kebanyakan dari imam-imam madzhab dalam melahirkan
pemikiran-pemikiran hukumnya, posisi atau kedudukan al-Sunnah sendiri merupakan penjelas
dari al-Qur’an dan selalu mengikuti posisi al-Qur’an, karena fungsi dari al-Sunnah itu juga
memerinci perkara-perkara hukum yang terdapat yang sifatnya masih global, dan dalam hal ini
benar-benar terdapat keterangan hadith yang menjelaskan kewajiban berpegang teguh terhadap
al-Qur’an dalam permasalahan hukum yang bersifat umum seperti permasalahan yang terkait
ibadah-ibadah, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji karena dalam al-Qur’an tidak terdapat
perincian tentang berapa jumlah rakaat dalam pelaksanaan shalat, bagaimana cara rukuk,
bagaimana cara sujud, bagaimana cara niat, bagaimana cara salam dan seterusnya. Oleh karena
itu maka kedudukan atau posisi al-Sunnah adalah sumber hukum kedua dalam Islam, sebagimana
penjelasan dalam hadith yang sangat terkenal dalam peristiwa di angkatnya sahabat Muadz bin
Jabbal menjadi gubernur Yaman.
Dari keterangan ini kita dapat memberikan konter balik dan menjelaskan isu yang menyudutkan
Abu Hanifah yang dituduh suka mendahulukan al-Qiyas daripada al-Sunnah, dan sungguh Abu
Hanifah steril dari tuduhan-tuduhan itu dan menyatakan :
Sy aai ol o8 Adaal) Gzl daad) g QS e Al Jdy (8 ks Ll @lld 5 5yl 55 5 juiall e W) (i Y o
43 G3shie e e 1 Kone i

Bahkan Abu Hanifah juga merima hadith ahad dan menggunakannya sebagai hujjah hukum disaat
kebanyakan para ulama berpaling dalam bersandar terhadap hadith ahad tersebut, dan jika di
temukan hadith yang kandungan hukumnya kontradiksi atau saling berlawanan maka pendapat
Abu Hanifah itu mengacu kepada hadith-hadith yang sahih dan yang bisa dipertanggung
jawabkan, dan ini sesuai pernyataan murid Abu Hanifah yaitu ‘Isa bin Aban bahwa fighnya Abu
Hanifah itu besar, dan Muhammad bin Hasan menyatakan :

Gl e o yod i Can g L Yale ala¥) a5 4, OIS )
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3. Madzhab Sahabi (Fatwa sahabat) Adapun madzhab sahabi yaitu pendapat para
sahabat Nabi Muhammad saw. tentang suatu kasus baik berupa fatwa atau
ketetapan hukum, sedangkan nastidak menjelaskan hukum tersebut. Menurut
jumhur ulama Asyariyah, Mu'tazilah, Syi'ah dan pendapat yang kuat Shafi’iyah,
Bin Hazm tidak menjadikan sebagai dalil hukum, akan tetapi ulama Hanafiyah
dan Malikiyah menjadikan sebagai dalil hukum yang lebih didahulukan dari pada
giyas.®

4. Al-ljma’. ljma’ ialah konsensus para mujtahid dari kalangan ummat setelah
wafatnya Nabi Muhammad saw. pada suatu masa, atas suatu hukum shara'.
Empat madzhab sunni memandang ijma’ sebagai hujjah yang berdiri sendiri
(mutsaqill) dan bersifat gat'i. Oleh sebab itu, tidak boleh mengingkarinya dan

orang yang mengingkarinya dihukumi kafir, tetapi al-Nazhzham, kaum Khawarij

'® Musthafa....173, dan benar-benar telah sampai kepada kita satu pernyataan yang menjelaskan
bahwa Abu Hanifah menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber hukum ke tiga dalam metodologi
fighnya, dan hal ini merupakan pernyataan yang membantah terhadap Abi Ja’far al-Manshur yang
telah mendapatkan kabar jika Abu Hanifah telah mendahulukan giyas, sebagaimana pernyataan
berikut ini :
Slos e s e s Sy ol il B A Jpm) A 5l QS W5 Jeel Lail Giasall el 1 clily LS 51
D8 48lA g ) (g Gl s | SRR 13) IS 2y il 5 Aol 48 Aaly o3 agic dil o )
Dari keterangan ini, kita dapat melirik bahwa kedudukan para sahabat menurut Abu Hanifah
dengan mempertimbangkan keilmuan dan derajatnya dalam bidang figh itu dibagi menjadi dua
golongan atau dua kelompok, kelompok yang pertama adalah kelompok yang terpilih dan
didahulukan dan yang ke dua adalah kelompok yang posisinya mengiringi posisi kelompok yang
pertama tersebut, kelompok pertama yang dimaksud adalah empat sahabat yang menjadi Khulafa
al-Rasyidin karena mereka memang pantas dan patut untuk didahulukan dan diprioritaskan untuk
diadopsi pemikiran hukumnya, sedang kelompok kedua yaitu kelompok sahabat yang
disampaikan dalam pernyataan Abu Hanifah sebagaimana berikut : ) )
e U8 M aed B e g A Y 5 agie 0l e gl 5 il (e J sy 23
Dan sesungguhnya Abu Hanifah tidaklah bertentangan atau bertolak belakang dengan fatwa
sahabat kecuali dalam hal-hal yang memang ada celah atau ruang perbedaan pendapat yang patut
untuk didiskusikan, dan intinya bahwa pendapat atau fatwa sahabat bagi Abu Hanifah merupakan
hujjah hukum yang posisinya didahulukan dari pada giyas, bahkan Abu Hanifah mewajibkan agar
mengambil pendapat atau fatwanya sahabat sekira tidak memungkinkan adanya ruang untuk
ijtihad atau berbeda pendapat karena sesungguhnya fatwa sahabat dalam hal ini merupakan hasil
dari pendengaran langsung dari Nabi Muhammad saw dan fatwa sahabat yang bukan hasil
pendengaran keterangan yang didapat dari penjelasan Nabi Muhammad saw. maka dalam hal ini
tidak ada permasalahan jika dilakukan tinjauan ulang dengan melaksanakan ijtihad dan perbedaan
pendapat.
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dan kaum Rawafidh -seperti yang telah disebutkan- tidak memandang ijma’
sebagai hujjah. Dikalangan ulama sunni sendiri ada yang meragukan
kemungkinan  terwujudnya ijma' seperti  definisi  diatas,  Al-Shafi’i
mengisharatkan penolakan atas adanya ijma’ ulama setelah masa sjahjabat,19
demikian juga Ahmad bin Hanbal, Abu Muslim al-Ashfihani, Bin Taimiyah dan
madzhab Dhahiri. Para ulama ushul figh kontemporer antara lain Muhammad
Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Zuhaili dan lain-lainya juga melihat
bahwa ijma’ yang mungkin terjadi hanyalah ijma’ pada masa sahabat.”

5. Al-Qiyas. Para ulama usul figh berbeda pendapat dalam memandang qiyas
sebagai dalil hukum, keempat madzhab sunni dan madzhab Zaidi menerima giyas
sebagai dalil hukum, hanya mereka memakai giyas dalam volume yang berbeda.
Abu Hanifah dan madzhab Zaidi adalah yang paling banyak memakai giyas,
dibawahnya Imam Shafi’i setelah itu Imam Malik dan yang terakhir Ahmad bin
Hanbal. Oleh sebab itu, dalam meletakkan giyas sebagai dalil hukum, Abu

Hanifah, madzhab Zaidi dan Imam Shafi’i meletakkannya pada urutan keempat,

¥ Muhammad Abu Zahra, Ushl al-Figh, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), 157

2 Nasrun Rusli, Konsep ljtihad ....., 30. Lihat keterangan dalam Musthafa..... 174, bahwa ijma’
merupakan rukun ke empat dari sumber hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah, dalam hal ini
terbagi menjadi dua, yaitu : ijma’ qauli dan ijma’ sukuti, adapun yang di maksud ijma’ gauli
kesepakatan atas suatu hukum dari beberapa hukum yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan
dan terbuka, sedangkan ijma’ sukuti ini terdapat beberapa contoh, misalnya ada seorang ahli
hukum, atau ahli ijtihad dalam suatu masa itu telah menetapkan satu hukum terkait suatu
permasalahan yang sebelum adanya ketetapan madzhab-madzhab terkait hal itu dan setelah
lewatnya masa untuk mendiskusikan permasalahan tersebut itu tidak ada pihak yang
menentangnya. Contoh lain dari ijma’ sukuti yang berhubungan dengan beberapa perbuatan,
misalnya ada salah satu orang dari ahli ijma’ melakukan suatu perbuatan dan itu diketahui oleh
banyak orang pada zamannya dan tidak ada yang mengingkari atau menentangnya setelah
lewatnya waktu untuk mendiskusikan dan penafsiran hukum.
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sedangkan Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal meletakkan qiyas pada urutan
kelima setelah Al-Qur’an, Al-Hadith, Ijma’ dan Qaul sjahjabi.Zl
6. Al-Istihsan. Istihsan ialah meninggalkan giyas jally dan mengamalkan giyas

khaffy karena terdapat dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan

2! Nasrun Rusli, Konsep ljtihad ...., 30, dalam Musthafa....175 dijelaskan bahwa giyas adalah
suatu upaya menjelaskan hukumnya suatu perkara yang tidak dinas dan dirujukkan kepada hukum
yang ada dalam al-Qur’an, al-Sunnah atau al-ljma’ karena ada kesamaan alasan, dan Abu Hanifah
banyak menetapkan hukum yang muncul dari fenomena-fenomena permasalahan yang dihadapi
dalam kehidupannya oleh karena itu Abu Hanifah memperluas cara penggalian hukumnya dan
memberikan pandangan hukum yang jauh ke depan, konsistensi giyas yang di jadikan pedoman
Abu Hanifah itu dalam rangka pengabdian kepada kebanyakan umat Islam dan memudahkan
kepada mereka untuk sampai pada kebenaran hukum-hukum yang dijalani besertaan dengan tetap
berpedoman kepada subtansi shara’ dan bukan dalam rangka menjauhkan dengan shara’, dan
sungguh Abu Hanifah sering disudutkan dengan isu mendahulukan giyas dari pada nas, dan Abu
Hanifah pun menyatakan :
$ Okl ) il ey 2liag oy il o Gl axis W) J sy (e Lide (5 581 5 ) 5 23S
Dan Abu Hanifah kemudian menjelaskan metodologi pengambilan hukum yang menggunkan
giyas dan sebab-sebabnya seraya mengatakan :
Sles gldie s jae 5 oS (il 5 ) sl Lo 5 0 QUSG5 Jael Laif Gutagall el b dlaly LS 5aY)
A8 ATA Gy bl (a0 ey 1 EIER1 3] 1Dy a5 Aaall 48 Al o agle ) o)
Dan penyebaran isu yang menyudutkan Abu Hanifah itu juga sampai kepada pendengaran Imam
besar Muhammad al-Bagir, maka ketika beliau berdua bertemu pertama kali di Madinah, Imam
Bagir mengatakan, “Kamu orang yang mengganti agama kakek saya dan Hadith-hadithnya
dengan giyas?”, Abu Hanifah berkata : “Sungguh saya mohon perlindungan Allah atas hal
tersebut”, Muhammad berkata : “Bahkan kamu menggantinya” dari pembicaraan itu Abu
Hanifah berkata : “Duduklah engkau pada tempatmu sebagaimana patutnya sehingga saya juga
akan duduk sebagaimana yang pantas bagi saya, karena sesungguhnya engkau, bagi saya memiliki
kehormatan sebagaimana kehormatan kakek engkau dalam kehidupannya atas para sahabat,
kemudian Muhammad Bagir pun duduk dan Abu Hanifah memposisikan diri di hadapannya dan
berkata : “Sesungguhnya saya akan bertanya kepada engkau atas tiga kalimat, maka jawablah !
orang yang paling lemah itu laki-laki atau perempuan?, Muhammad menjawab : “Perempuan”,
Abu Hanifah berkata : “Berapa bagian perempuan?”, Muhammad menjawab : “Laki-laki
mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagaian”, kemudian Abu Hanifah
berkata : “Ini adalah ajaran kakek engkau, dan seandainya saya merubah agama kakek engkau
maka seyogjanya menggunakan giyas dan memberikan bagi laki-laki satu bagian dan untuk
perempuan dua bagian karena perempuan adalah orang yang lebih lemah dari pada laki-laki,
kemudian Abu Hanifah mengajukan pertanyaan ke dua, “Hukum yang lebih utama antara
melaksanakan puasa dan shalat itu adalah?”, Muhammad menjawab : “Shalat hukumnya lebih
utama”, Abu Hanifah berkata : “Ini adalah ajaran agama kakek engkau, dan seandainya aku
merubah ajaran agama kakek engkau niscaya jika menggunakan gqiyas dalam hal ini,
sesungguhnya seorang perempuan ketika telah suci dari haid hendaknya diperintahkan untuk
menggada’ shalatnya dan tidak wajib menggada’ puasa, selanjutnya Abu Hanifah menyampaikan
pertanyaan ke tiga, “Manakah yang lebih najis di antara air kencing dan spirma?”, Muhammad
menjawab : “Air kencing yang lebih najis”, Abu Hanifah berkata : “Seandainya saya merubah
ajaran agama kakek engkau dengan giyas niscaya saya akan memerintahkan mandi setiap kali
kencing dan memerintahkan berwudhu ketika keluar spirma, dan saya sungguh-sungguh mohon
perlindungan kepada Allah atas tuduhan mengganti atau merubah ajaran agama kakek engkau
dengan giyas”.
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kemaslahatan manusia. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah
menjadikan istihsan sebagai dalil hukum, akan tetapi mereka berbeda dalam
volume penerapannya. Ulama Hanafiyah adalah yang paling banyak menerapkan
istihsan. Namun ulama Hanafiyah adalah yang paling populer menerapkan istihsan
sebagai metode ijtihad. Sebaliknya ulama Shafi’iyah, Dhahiriyah,

Syi'ah dan Mu'tazilah menolak istihsan sebagai dalil hukum.?

7. Al-'Urf. 'Urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka
telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan, mayoritas ulama' menerima
‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai
dalil hukum yang mandiri. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ulama Shafi’iyah tidak
membolehkan berhujjah dengan 'urf apabila 'urf tersebut bertentangan dengan
nas syar'i, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan ‘urf
menjadikannya sebagai dalil hukum yang mandiri. 2

C. Cara-cara Pendekatan dalam Istinbat al-Ahkam.

Istinbat®® adalah upaya seorang ahli fagih dalam menggali hukum Islam

dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang

% Lihat juga dalam Musthafa..... 177-178
% Ulama Hanafiayah menggunakan giyas dan istinsan apabila tidak ditemukan nas, jika
menggunakan qiyas tidak pas atau dianggap jelek, maka menggunakan giyas dan jika
menggunakan istihsan tidak sesuai dengan karakter untuk sampai pada hukum yang baik, maka
seorang fagih mengembalikan permasalahan itu kepada tradisi yang biasa dilaksanakan oleh
orang-orang Islam atau biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia, dan apa yang biasa dilakukan
oleh kebanyakan manusia itu adalah hakikat ‘urf yang terlaku di antara mereka, pengertian ‘urf
dan “adat dalam perspektif fugaha adalah :

Jslls Aelual) g Lol 43805 5 J giall A (g (pusdil] (3 ) L
‘Urf dan “adat bermakna satu di tinjau dari segi tujuan walaupun berbeda dalam segi pemahaman.
# Istinbat dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata nabt atau nubut dengan kata kerja nabata,
yanbutu yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali, kata kerja tersebut
kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi anbata dan istanbata, yang berarti
mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi) jadi, kata istanbata pada asalnya
berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya, kata tersebut dipakai
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memadahi melainkan jika ditempuh dengan cara-cara pendekatan yang tepat,
yang ditopang oleh pengetahuan yang memadahi -terutama-  menyangkut
sumber hukum. Ali HasabAllah melihat ada dua cara pendekatan yang
dikembangkan oleh para ulama ushul figh dalam melakukan Istinbat, yakni (1)
dengan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, (2) dengan pendekatan
melalui pengenalan makna atau maksud shari’at (maqasid al-shari'ah).  Apa
yang dikatakan oleh Ali HasabAllah itu, disinyalir pula oleh Fath al-Daraini,
dosen figh dan ushul figh Universitas Damaskus, la menyebutkan bahwa materi
apa saja yang akan dijadikan obyek kajian, maka pendekatan keilmuan yang
paling tepat, yang akan diterapkan terhadap obyek tersebut hendaklah sesuai
dengan watak obyek itu sendiri.””

Oleh sebab itu, jika yang akan menjadi obyek kajian disini ialah Istinbat
hukum (yang menyangkut nas, jiwa dan tujuan shari’at) maka pendekatan yang
akan diterapkan haruslah pendekatan yang menyangkut kedua hal tersebut, untuk
itu pendekatan yang tepat ialah pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan
dan magasid al-shari'ah. Penggunaan pendekatan melalui kaidah kebahasaan ialah
karena kajian akan menyangkut nas (teks) shari’at, sedangkan pendekatan
melalui magasid al-shari’at adalah karena kajian akan menyangkut kehendak

Shari' yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian magasid al-shari’at.?®

sebagai istilah usul Figh yang berarti upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya, istilah tersebut
identik dengan istilah ijtihad dalam usul al-figh, lihat dalam lbrahim Husen Memecahkan
Permasalahan Hukum Baru, ljtihad dalam Sorotan, ed. Haidar Bagir dan Syafigq Basri (Bandung :
Mizan, 1988), 25.

% Nasrun Rusli, Konsep ljtihad ...., 37.

% Nasrun Rusli, Konsep ljtihad ...., 38.
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Akan tetapi, setelah hukum Islam berkembang dengan pesat, upaya
tersebut diteruskan lagi dengan cara pendekatan lain, yang terkategori cara
pendekatan bentuk ketiga, yakni pendekatan secara tarjih (pengukuhan) suatu
pendapat mujtahid dan melemahkan yang lain.

D. Teori-teori Istinbat al-Ahkam.

1. Teori Pengambilan Hukum dari al-Qur’an, Cara pengambilan hukum
(turuq al-istinbat) dari nas ada dua macam pendekatan, yaitu : pendekatan
makna (turug ma’nawiyah) dan pendekatan lafad (turuq lafdiyah),
pendekatan makna adalah (istidlal) penarikan kesimpulan hukum bukan
kepada nas langsung seperti menggunakan gqiyas,  istihsan, maslahah
mursalah, sadd al-dhari’ah dan lain sebagainya.”’

Sedangkan pendekatan lafad dalam penerapannya membutuhkan

beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan

terhadap makna (pengertian) dari lafadiafad nasserta konotasinya dari
segi umum dan khusus, mengetahui dilalahnya, apakah menggunakan
mantuq lafdi atau dalalah yang menggunakan mafhum yang diambil dari
konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (gayyid) yang membatasi
ibarat-ibarat nas, kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafad nas
atau berdasarkan ibarat nas atau bahkan dari isharah nas, oleh karena itu

bisa dijelaskan sebagaimana berikut :*®

" Nasrun Rusli, Konsep ljtihad al-Syaukani, (Jakarta : PT Logos Wacana limu, 1999), 38
% Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), 166
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a. Lafadyang jelas pengertiannya, Lafadyang jelas pengertiannya ada
empat macam, yang berbeda-beda tingkat kekuatan kejelasan
lafadnya, dan sebagai konsekuensi logis yang pertama ini kekuatan
dalalahnya vyaitu :

1). Dhahir (tingkatan yang paling rendah) sebagian jumhur ulama
Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah tidak membedakan antara nas
dan dhahir, sedangkan menurut sebagian ulama’ madzhab-madzhab
tersebut membedakan dua istilah itu, mereka menyatakan bahwa nas
adalah lafadyang tidak menerima kemungkinan arti lain (ihtimal) di
dalam dalalahnya, sedangkan dhahir adalah lafad yang masih
mungkin menerima arti lain di dalam dalalahnya, adapun ulama
Hanafi mempunyai pandangan lain, bahwa yang dimaksud dhahir
adalah kalimat yang menunjukan kepada makna yang jelas akan
tetapi kalimat itu tidak ditujukan dalam konteks makna tersebut,
maka dalalah-nya lafadterhadap makna yang tidak dimaksud
dinamakan dalalah lafdhiyah. Ketentuan bagi lafad dhahir adalah
berlakunya segala hal yang terkait dengannya dan diterapkannya
kepada ketetapan hukum sesuai dalalah-nya, lafaddhahir meskipun
mempunyai dalalah sesuai dengan yang ditunjuk oleh lafadnya dan
hukum taklifi yang terkandung didalamnya masih tetap menerima

adanya takhsis, ta’wil,” dan nasakh. Jadi karena adanya

# Definisi ta’wil adalah memalingkan makna lafad yang kuat (rajikh) kepada makna yang lemah
(marjukh) karena ada dalil yang menyertainya, lihat dalam Manna’ Kholil al-Qathan, Study IImu
al-Qur’an, (Jakarta : Lentara Nusantara, 2001), 459
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kemungkinan  masuknya tiga hal itulah lafad dhahir masih
mengandung ihtimal (kemungkinan) didalam dalalah-nya.*

2). Nas (tingkat dalalahnya lebih tinggi daripada dhahir), menurut
ulama Shafi’iyah dan Malikiyah adalah lafadyang tidak mengandung
ihtimal sama sekali, sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah
dalalah lafad sesuai dengan konteks kalimatnya. Dari segi dalalahnya
terhadap hukum, lafad nas lebih kuat dibanding lafad dhahir, oleh
karena itu apabila terjadi pertentangan antara keduanya, maka nas
harus didahulukan pemakaiannya atas dhahir, walaupun demikikan
lafad nas masih dimungkinkan menerima adanya takhsis, ta’wil dan
nasakh.*!

3). Mufassar (tingkat dalalahnya lebih tinggi daripada nas) adalah
lafad yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang
dimaksud oleh konteks kalimat, maka dari lafad itu menjadi jelas
karena adanya keterangan dalil lain, terkadang lafaditu pada asalnya
merupakan lafad yang mujmal lalu datang nas lain yang menafsirinya.
Dari segi dalalahnya terhadap makna, lafadyang menafsiri lebih kuat
dibanding lafaddhahir dan nas, karena lafadyang menafsiri ini tidak
mungkin menerima takhsis ataupun ta’wil. la hanya menerima

kemungkinan nasakh, oleh karena itu jika terjadi pertentangan

% Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, 166
# Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, 174
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dengan salah satu dari dua macam lafad tersebut, maka lafad
mufassar mesti didahulukan.*
4). Muhkam (tingkatan dalalahnya paling tinggi) adalah lafadyang
menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan
untuk makna itu, lafad ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi
adanya ta’wil dan takhsis,® oleh karena itu, jika dari segi lahiriyah
terjadi pertentangan dengan lafad yang lain, maka lafad yang
muhkam mesti didahulukan.

b. Dilalah Lafad

adapun yang dimaksud dengan dilalah lafadadalah pengertian

yang diambil dari lafadlafadtersebut, para fugaha madzhab
Hanafiyah membagi cara peninjauan dilalah lafad menjadi empat
bagian, yaitu :
1). Dilalah “Ibarah : makna yang difahami dari lafad, baik tersebut
berupa dhahir, nas maupun muhkam, misalnya larangan Allah tentang
penyembahan terhadap berhala.
2). Dilalah Isharah : suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafad,

sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan dan

% Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, 177, terdapat keterangan bahwa dalil-dalil yang bisa
menafsiri hanya terbatas pada ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadith Nabi Muhammad saw, oleh
karena itu penafsiran yang mempunyai fusngsi takhsis atau ta’wil hanya pada masa Nabi
Muhammad saw .

¥ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, 179, tidak menerimanya lafadz mukhkam terhadap
nasakh pada kondisi tertentu adakalanya disebabkan oleh nas itu sendiri, atau Nabi Muhammad
saw. telah wafat sementara tidak ada ketetapan nasakh nas itu sendiri, sedangkan jika tidak
menerimanya lafadz mukhkam terhadap nasakh disebabkan oleh tidak adanya nas yang me-
nasakh maka dinamakan mukhkam li ghairih
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bukan ungkapan itu sendiri, misalnya firman Allah yang menjelaskan

kebolehan poligami

3). Dilalah Nas: pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain

yang dipahami dari pengertian nassecara eksplisit karena adanya

faktor penyebab yang sama, misalnya firman Allah yang menjelaskan
kewajiban menghormati kedua orang tua.

4). Dilalah al-*Igtidha’ : yaitu penunjukan lafadterhadap sesuatu

yang pengertian lafadtersebut tidak logis kecuali dengan adanya

sesuatu tersebut.

Perlu diketahui bahwa Dilalah ‘Ibarah itu mempunyai beberapa
tingkatan sesuai dengan tingkat kejelasan suatu lafad, artinya dilalah
lafad nas lebih kuat daripada dilalah lafad dhahir.*

Akan tetapi ditinjau deri segi kuat dan lemahnya dilalah menurut
madzhab Hanafi sebagaimana urutan berikut : dilalah ibarah, dilalah
isharah, dilalah nasdan dilakh igtidha’. Dan dari tingkatan-tingkatan ini
mempunyai konsekuensi ketika terjadi kontradiksi antara satu dilalah
dengan yang lainya sesuai dengan urutannya.

Sedangkan kehujjahan al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam
merupakan sesuatu yang tidak diragukan lagi, hal ini dikarenakan al-
Qur’an ditinjau dari segi periwayatannya adalah Thubut al-Qat’i.

2. Pengambilan Hukum dari al-Hadith, Pada dasarnya pengambilan hukum

dari al-Hadith sebagaimana cara pengambilan hukum dari al-Qur’an,

¥ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, 205
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yakni berpedoman (seperti keterangan yang telah lewat) pertama : al-
maddlulat al-lughawiyat (pengertian konotasi kebahasaan) dan al-fahmu
al-araby (pemahaman yang didasarkan pada cita rasa bahasa Arab)
terhadap nasnashukum kaitanya dengan al-Qur’an dan al-Hadith, kedua:
berpedoman pada metode yang dipakai oleh Nabi Muhammad saw. dalam
menjelaskan hukum-hukum al-Qur’an dan himpunan hukum- hukum nas
yang telah mendapat penjelasan dari al-Hadith, dengan berpedoman pada
dua hal ini para ulama usul menguraikan metode tafsir figh yang dapat
dipakai untuk menggali hukum- hukum taklifi yang terkandung di dalam
nasnas al-Qur’an dan al-Hadith, kemudia dibawah ini akan dijelaskan
hal-hal yang berkaitan dengan al-Hadith :

a. al-Hadith berdasarkan tinjauan kuantitasnya. Menurut sebagian ulama,
hadith berdasarkan tinjauan kuantitasnya terbagi menjadi dua macam,
pertama : hadith mutawatir, yakni hadith yang diriwayatkan oleh banyak
orang yang menurut adat mustasil mereka bersepakat untuk berdusta
sejak awal sanad sampai akhir, hadith mutawatir ini terbagi menjadi dua
yaitu mutawatir lafdhi dan maknawi

b. al-Hadith berdasarkan tinjauan Kualitasnya ; dalam pembahasan ini
hadith terbagi menjadi dua yaitu hadith ahad yang tidak diterima dan
hadith ahad yang diterima (karena hadith ini ditunjuk oleh suatu
keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapannya), adapun sharat-
sharat hadith bisa di kategorikan diterima itu ada kaitannya dengan sanad

dan ada yang kaitannya dengan matan, sedangkan dalam hal berkaitan
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dengan sanad, maka sanad-sanad hadith tersebut harus bersambung,
masing-masing rawi sanad itu harus adil, dabitserta tidak ada illat yang
mencacatkannya.
Kemudian yang berkaitan dengan matan sharatnya  tidak boleh ada
kejanggalannya (shad) dalam matan-nya, jika suatu hadith terpenuhi sharat-sharat
diatas, maka hadith tersebut dikatakan hadith sahih atau sekurang-
kurangnya hasan yang berarti dapat diterima kehujjahannya.
c. Hadith Sahih dan Permasalahannya, Hadith sahih ialah hadith yang diriwayatkan
oleh orang yang adil, sempumna kedabitm-nya, bersambung sanad-nya, tidak
ber-illat dan tidak shad, dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas
hadith bisa dihukumi sahihdan memiliki hujjah hukum yang kuat jika terdapat
sharat-sharat sebagaimana berikut:
1). Diriwayatkan oleh para perawi yang adil artinya perawi memiliki sifat-
sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketagwaan (senantiasa
melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, baik akidahnya,
terpelihara dirinya dari dosa besar atau kecil dan terpelinara akhlaknya
termasuk hal-hal yang menodai muru'ah) disamping itu perawi harus
muslim, baligh, berakal dan tidak fasik.
2). Diriwayatkan oleh perawi yang dabit artinya perawi yang baik hafalanya,
tidak pelupa, tidak banyak ragu, dan tidak banyak salah, sehingga ia dapat
mengingat dengan sempurna hadith-hadith yang diterima dan

diriwayatkannya.
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3). Sanad-sanad hadith harus muttasil artinya sanad-sanad hadith yang antara
satu dengan yang lainnya pada sanad-sanadnya disebut beruntut,
bersambungan sampai kepada Nabi Muhammad saw, dengan kata lain antara
pembawa dan penerima hadith terjadi pertemuan secara langsung.
4). Hadith tidak ber-illat artinya suatu sebab-sebab yang tidak nampak yang
dapat mencacatkan ke-sahihan suatu hadith,
5). Hadith tidak shad artinya hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan
dabit, bertentangan dengan hadith lain yang kualitas rawinya lebih adil dan lebih
dabit. *°

3. Pengambilan Hukum dari Ijma’

Adapun ‘ijma yang bisa dijadikan hujjah hukum shara' adalah ijma’
yang sarih (suatu pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid dalam
bentuk pernyataan), para ulama berbeda pendapat tentang ijma’ siapa yang
bisa dijadikan hujjah shar'iyah, akan tetapi dalam hal ini Abu Hanifah
menetapkan bahwa ijma’ yang bisa dijadikan hujjah adalah ijma’ yang dihasilkan
oleh para Sahabat.

4. Pengambilan Hukum dari Fatwa Sahabat

Sebagaimana diketahui bahwa Sahabat adalah orang-orang yang
pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw. dengan keadaan Iman,
Islam dan meninggal juga masin dalam keadaan Iman dan Islam.
Kemudian dalam menetapkan fatwa Sahabat yang digunakan sebagai

hujjah menurut jumhur ulama hal ini bersandarkan dalil-dalil nagly dan

¥ Utang Ranuwijiya, llmu Hadith, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 163
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juga 'agly, adapun fatwa Sahabat yang bisa dijadikan hujjah ada beberapa
sharat, pertama : fatwa tersebut mereka dengar langsung dari Nabi
Muhammad saw, kedua : fatwa tersebut mereka dengar dari Sahabat yang
mendengar fatwa dari Nabi Muhammad saw, ketiga : fatwa tersebut
mereka fahami dari ayat-ayat al-Qur’an yang tidak jelas, keempat: fatwa
tersebut telah mereka sepakati, akan tetapi hanya disampaikan oleh
seorang mufti, kelima : fatwa tersebut merupakan pendapat Sahabat
secara pribadi, lantaran mereka menguasai bahasa Arab secara sempurna,
sehingga mereka mengetahui dilalah lafaddafad terhadap sesuatu yang
tidak kita ketahui, atau juga mereka memahami latar belakang suatu
khitab al-Qur’an dan al-Hadith, atau mereka sangat menguasai
permasalahan-permasalahan yang berkembang sepanjang pantauan mereka
terhadap Nabi Muhammad saw. baik perbuatan, perkataan ataupun
tujuannya dan menyaksikan turunnya wahyu serta ta'wil-nya secara konkrit.
5. Pengambilan Hukum dari Qiyas

Menurut jumhur ulama bahwa kehujjahanan giyas sebagai sumber
Hukum tidak perlu diragukan lagi, hal ini karena memiliki argumentasi
yang berdasarkan pada prinsip berfikir mantiq yang logis disamping
berpegangan kepada ayat-ayat al-Qur’andan nas-nas Al-Hadith.

6. Pertentangan Antar Dalil

Semua dalil yang sudah dijelaskan di atas merupakan jalan untuk

mengetahui Hukum shar'i, jalan pertama adalah nas, dan semua dalil

selain nas harus mengacu kepadanya atau setidaknya digali dari nas
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dengan memakai kaidah-kaidah umum (kully) yang ditetapkan oleh nas.
Jika demikian acuan dalil-dalil yang diakui sebagai jalan untuk
mengetahui tujuan shar'i (magasid al-shari'ah), maka seharusnya tidak
terjadi pertentangan selama dalam dasar dan pemahaman dalil-dalil
tersebut serta cara menggali hukumnya dilakukan secara benar.

Dalam kenyataannya pertentangan (kontradiksi) dalil yang terjadi tidak
terlepas dari tiga kemungkinan yaitu : pertentangan dari segi lahiriyahnya
semata, kesulitan mengkompromikan dua dalil yang nampak bertentangan,
kesalahan anggapan terhadap satu dalil yang sebetulnya bukan dalil.

Apabila tidak mungkin menerapkan dua nassecara bersama-sama,
misalnya masing-masing tidak diketahui waktu turunya sehingga terpaksa
digunakan jalan nasakh atau takhsis, maka harus dilakukan tarjih
(menilai mana yang lebih unggul), apabila pertentangan itu antara dua
hadith yang satu sanadnya muttasil dan yang lainnya mursal , maka hadith
yang muttasil didahulukan, demikian juga dalam contoh apabila salah satu
hadith sebagian rawinya lemah (daifsementara hadith yang lainnya semua
perawi 'adil dalam setiap tingkatannya, maka hadith yang terakhir ini mesti
didahulukan),

Kemudian apabila ada dua hadith yang dalam tingkatannya sama,
sanadnya sama kuat akan tetapi salah satu hadith diriwayatkan oleh
seorang Sahabat yang satu ahli figh maka menurut Abu Hanifah
hadith yang diriwayatkan oleh ahli figh harus lebih didahulukan,

sedang menurut Imam Malik, hadith yang harus didahulukan adalah
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hadith yang telah menjadi tradisi masyarakat Madinah, namun menurut
ulama yang lainnya digunakan metode tarjih
Dalam kaitannya pertentangan dalil, para ulama merumuskan konsep-
konsep yang mempunyai Keterkaitan erat dengan hal ini yakni :
a. Nasakh ialah mengganti atau merubah hukum shara' dengan dalil
yang turun kemudian.
b. Mansukh ialah nas yang hukumnya dirubah dikarenakan adanya
dalil yang turun kemudian.
c. Takhsis ialah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafad ‘amm.
d. Mukhassis ialah sesuatu yang mengkhususkan, dalam hal ini
ada mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil
E. Kajian Ijtihad.
1. Pengertian Ijtihad
kata ijtihad (Ar, : ijtihad)®® berakar dari kata al-juhd, yang berarti al-
tagah (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti al-
mashagah (kesulitan, kesukaran). Dari itu, ijtihad menurut pengertian

kebahasaan bermakna badzl al-wus' al-mujtahid (pengerahan daya dan

% Terdapat dua istilah keislaman lagi yang seakar dengan kata ijtihad, yakni kata jihad (Ar :
jihad) dan mujahadah, wacana ijtihad biasa dipakai dalam ushul al-figh dan tidak jarang pula
dipakai dalam pemikiran Islam lainnya, yang pengertiannya mengacu kepada pengerahan
kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan suatu solusi hukum, atau untuk
mendapatkan suatu pengetahuan. Perngertian demikian tercermin pada hadith yang diriwayatkan
oeh Abu Dawud dan at-Turmudhi dari Mu’adh yang di dalamnya ada ungkapan ajtahidu bi-ra’yi
(aku akan berijtihad dengan pemikiranku), dari ungkapan demikian terlihat bahwa ijtihad
mengacu kepada aktivitas penalaran intelektual, sedangkan jihad biasanya dipakai sebagai
terminologi figh yang pengertiannya lebih ditekankan pada pengerahan kemampuan fisik secara
maksimal dalam menegakkan agama Allah sebagaimana tersurat dalam QS. Al-Furgan : 52, lihat
dalam penjelasan Nasrun Rusli, Konsep...., 73.
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kemampuan) atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu
aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.

Sedangkan ijtihad dalam terminologi usul figh secara khusus dan
spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan
hukum shara' adalah : mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan
hukum shara' yang praktis dengan menggunakan metode Istinbat, atau dengan
rumusan yang lebih sempit : upaya seorang yang ahli figh (at-fagih) dalam
mengerahkan kemampuannya secara optimal untuk mendapatkan suatu hukum
shari’at yang bersifat zanni, definisi semacam ini diungkapkan oleh
Al-Syaukani, sedangkan  Al-Ghazali salah satu ulama Shafi’iyah
mengemukakan definisi ijtihad dengan pengerahan kemampuan secara
maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum shari’at,
kemudian rumusan yang lebih ringkas disampaikan oleh Al-Amidi
dengan definisi :  mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-
hukum shara’ yang bersifat zanni sehingga dirinya tidak mampu lagi
mengupayakan yang lebih dari itu.*’

2. Sharat-sharat Ijtihad.

ljtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan
mudah tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan daya dan
persharatan tersendiri, jadi tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, oleh
karena itu ulama usul figh menetapkan sharat-sharat yang harus diperhatikan

sebagaimana berikut :

% Nasrun Rusli, Konsep....., 76.
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a. Mengetahui al-Kitab (Al-Qur’an) dan Al-Hadith, persharatan pertama ini
disepakati oleh segenap ulama usul figh. Bin Hummam salah seorang
ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa mengetahui Al-Qur’an dan al-
Hadith merupakan sharat mutlak yang harus dimiliki oteh mujtahid.

b. Mengetahui ijma’, sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang
bertentangan dengan ijma’, akan tetapi seandainya dia tidak memandang
ijma’ sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijma‘ tidak menjadi sharat
baginya untuk melakukan ijtihad.

c. Mengetahui bahasa Arab, yang memungkinkan ia menggali dari Al-
Qur’an dan al-Hadith secara baik dan benar, dalam artian seorang
mujtahid harus menguasai hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab,
sehingga ia mampu mengetahui makna-makna yang terkandung dalam
ayat-ayat Al-Qur’an dan nasdalam al-Hadith secara rinci dan mendalam
baik lafaz yang gharib atau yang 'amm.

d. Mengetahui ilmu usul figh, ilmu ini penting diketahui oleh seorang
mujtahid karena melalui ilmu inilah dapat diketahui dasar-dasar dan cara
berijtihad.

e. Mengetahui nasikh (yang menghapuskan) dan mansukh (yang
dihapuskan), hal ini agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang
telah dimansukh, baik yang terdapat dalam ayat-ayat atau hadith-hadith.

2. Lapangan ljtihad
Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam dilihat dari segi dalil

(sumber yang merujuknya) dapat diklasifikasikan menjadi empat yakni
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hukum Islam tentang sesuatu yang dijelaskan dengan dalil gat'i, hukum
Islam tentang sesuatu yang dijelaskan dengan dalil zanni, hukum Islam
tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh ijma’, hukum Islam tentang sesuatu
yang sama sekali belum ditegaskan oleh Al-Qur’an, al-Hadith, maupun ijma’.
Diantara keempat jenis sumber hukum Islam diatas maka ijtihad berlaku
hanya pada, pertama : suatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil
zanniy yang kemudian terkenal dengan masalah figh, kedua : suatu masalah
yang hukumnya sama sekali belum disinggung oleh Al-Qur’an, al-Hadith
maupun ijtinad.®
3. Hukum ljtihad.

Tidak diragukan oleh siapa pun dari kalangan kaum muslimin bahwa
ijtihad merupakan suatu kebutuhan yang senantiasa diperlukan pada setiap
masa, keabadian eksistensi shari’at Islam tidak terlepas dari adanya peranan
ijtihad para mujtahid, oleh karena itu menurut Al-Shaukani bahwa pintu
ijtihad tidak pernah tertutup untuk sepanjang masa dan mujtahid akan
senantiasa muncul pada setiap zaman.

Adapun hukum ijtihad dan taklid ada tiga, pertama : ijtihad merupakan
kewajiban bagi setiap mukallaf dalam menghadapi masalah yang muncul atas
dirinya sementara taklid dilarang secara mutlak, kedua : pintu ijtihad telah
tertutup sehabis masa imam madhhab yang empat dan segenap kaum muslim
wajib  bertaklid kapada salah satu Imam madzhab, ketiga : ijtihad

diperbolehkan bagi seseorang yang telah memenuhi persharatan untuk

® Ibrahim Husen, ljtihad dalam Sorotan, 27.
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berijtihad dan wajib pula bagi setiap orang awam untuk bertaklid kepada salah

seorang mujtahid.*

F. Perwalian Dalam Pernikahan Menurut Fugaha'.
1. Pembagian Wali

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada status wali kecuali
mujbir, dalam artian semua wali adalah wali mujbir, adapun yang
dimaksud dengan wilayah adalah berimplikasinya sebuah perkataan
kepada pihak lain, baik ada kerelaan ataupun tidak. Dan wali mujbir ini
dikhususkan atas pemaksaan kepada sahir wa sahirah (anak laki-laki
dan perempuan yang masih kecil) secara mutlak, dalam konteks ini
juga memasukkan majnun wa-manjunah (laki-laki dan perempuan
yang gila) meskipun sudah besar.“

b. Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa wali dibagi menjadi dua yaitu :
wali mujbir yang meliputi ayah, kakek dan garis keatas seterusnya.

c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wali dibagi menjadi dua yaitu
wali mujbir yang terdiri dari ayah, orang yang mendapat wasiyat
setelah kematian ayah, dan malik atas sahayanya, kedua wali 'ammah
yang diberikan kepada seluruh kaum muslimin.**

d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa wali hanya ada satu yaitu wali
mujbir yang terdiri ayah, orang yang mendapat wasiyat ayah, hakim

ketika tidak ada ayah serta orang yang mendapat wasiyat dari ayah.

-39
Nasrun Rysli, Konsep...., 116.
' $Rasrun F\PUSII, Konsep...., 116.

40 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), Jilid
v, 27.
4 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh al-Madzahib, 28.
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2. Tartib Perwalian.
a. Menurut Ulama Hanafiyah

Bagi ulama Hanafiyah, wali dalam konteks perkawinan mempunyai
mata rantai yang secara hirarki selalu ber-urutan, sebagaimana perwalian
dari sudut pandang ‘ashabah bi al-nasab atau perwalian karena adanya
sebab (wilayah bi al-sabab), misalnya mu 'tiq (orang yang memerdekakan
budak), maka sesungguhnya mu'tiq ini merupakan perwalian ‘ashabah bi
al-sabab, sehingga seseorang yang memerdekakan jariyah/amat (budak
perempuan) maka dia dan juga 'ashabahnya yang berkedudukan sebagai
wali bagi jariyah/amat yang telah dimerdekakan tersebut walaupun mu'tiq
berjenis kelamin perempuan.

Kemudian dari berbagai kelompok yang terkategori sebagai wali,
pihak yang harus lebih didahulukan adalah kelompok ‘asabah bi al-nasab,
selanjutnya 'asabah bi al-sabab, disusul oleh kelompok dzawil al-arham,
sultan  dan yang terahir adalah gadi dengan catatan jika hak tersebut
diberikan kepada gadi dalam masalah penentuannya (meskipun dalam
prakteknya Abu Hanifah menyampaikan  fatwa-fatwa yang memberi
kemudahan).  Adapun urut-urutan perwalian dari sudut pandang ‘'asabah
adalah sebagai berikut : anak laki-laki perempuan yang bersangkutan jika
dia mempunyai anak laki-laki walaupun dari hasil perzinahan, cucu laki-
laki dari anak laki-laki dan seterusnya, anak laki-laki dari ayah, kakek dan
seterusnya, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah,

anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari
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saudara laki-laki seayah dan seterusnya, paman seayah dan seibu, paman
seayah, anak laki-laki dari paman seayah dan seibu, anak laki-laki dari
paman yang seayah dan seterusnya, paman ayah yang seayah dan seibu,
paman ayah yang seayah kemudian anak-anak laki-laki dari keduanya
dan seterusnya, pamannya kakek yang seayah dan seibu, pamannya kakek
yang seayah, anak-anak laki-laki dari keduanya dan seterusnya, kemudian
anak laki-laki yang jauh dan kelompok ini 'asabah- ‘asabah perempuan yang
paling jauh.*?

Keseluruhan dari kelompok-kelompok perwalian ini mempunyai hak
atau berstatus wilayah al-ijbar atas anak perempuan dan anak laki-laki
ketika masih kecil, akan tetapi ketika mereka sudah besar maka bagi
kelompok-kelompok perwalian ini tidak mempunyai hak ijbar kecuali
ketika orang-orang yang menjadi perwaliannya gila baik laki-laki ataupun
perempuan. Kemudian jika wali yang dari kelompok ‘'asabah tidak ada,
maka yang berhak menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan tersebut
adalah setiap kerabat yang bisa mendapatkan harta waris dari kelompok
dhawil al-arham'

Adapun yang dimaksud wali agrab menurut Abu Hanifah adalah : ibu,
anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari
anak perempuan, cucu perempuan dari cucu laki-laki, cucu perempuan dari
cucu perempuan, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan

seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, anak-anak dari

42 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh al-Madzahib, 26.
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mereka semua, kemudian anak laki-laki saudara perempuan dari paman,
bibi perempuan dari ayah, bibi perempuan dari ibu, anak-anak perempuan
dari paman, anak perempuan dari bibi perempuan, sedangkan ayah ibu itu
lebih utama dari pada saudara perempuan, kemudian muli al-mualah,
sultan, dan yang terahir gadi.

b. Menurut Ulama Shafi’iyah.

Bagi ulama Shafi’iyah urut-urutan perwalian dalam perkawinan adalah
ayah, kakek, ayahnya kakek dan seterusnya dan jika terjadi berkumpulnya dua
kakek, maka yang paling berhak adalah yang paling dekat dengan seseorang
yang menjadi perwalian, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, saudara
laki-laki ayah yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
seibu, anak laki-laki ayah yang seayah, paman seayah seibu, paman yang
seayah, kemudian anak laki-laki paman yang seayah seibu, anak laki-laki
paman yang seayah, kemudian perwalian berpindah ke-mu'tiq jika dia laki-
laki, ‘asabah dari mu'tiq kemudian baru kepada hakim.*

c. Menurut Ulama Malikiyah.

Bagi ulama Malikiyah urut-urutan perwalian dalam perkawinan adalah
ayah, orang yang mendapat wasiyat, malik, anak laki-laki (walaupun dari hasil
perzinahan), cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki yang seayah
seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang
seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, kemudian

kakek yang seayah, paman yang seayah seibu, anak laki-laki paman yang

43 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh al-Madzahib, 27.
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seayah seibu, paman yang seayah, anak laki-laki paman yang seayah,
bapaknya kakek, pamanya bapak, dan seterusnya kemudian perwalian
berpindah kepada hakim dengan menetapi sharat-sharat tertentu.

d. Menurut Ulama Hanabilah.

Bagi ulama Hanabilah bahwa urut-urutan perwalian dalam perkawinan
adalah ayah, orang yang mendapat wasiyat ayah, hakim jika diperlukan,
kemudian perwalian berpindah kepada wali-wali agrab dari asabahnya
sebagaimana dalam permasalahan waris. Adapun yang paling berhak dalam
hal ini adalah ayah, kakek dengan garis lurus keatas dan seterusnya, anak laki-
laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan garis lurus kebawah dan seterusnya,
saudara laki-laki yang seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-
laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-
laki yang seayah, anak laki-laki dari keduanya dan seterusnya, paman seayah
seibu, paman seayah, anak laki-laki paman yang seayah seibu, anak laki-laki
paman yang seayah dan seterusnya, paman-paman kakek, anak laki-laki dari
mereka, paman-paman bapaknya kakek, anak laki-lakinya, kemudian
perwalian berpindah ke maula al-mu'tiq, kemudian asabah-asabahnya yang
dekat, sultan atau penggantinya, atau bahkan seorang perempuan jika ada

udhur diperbolehkan untuk mewakilkan kepada laki-laki yang adil**

4 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh al-Madzahib, 27.



